BUPATI BANGGAI KEPULAUN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa uvntuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf n dan
Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Noraor 51 Tahun 1999 teritang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);




Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

 F

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai unsur

penyelenggara  pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya
disebut Bupati.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah  sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan
atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-
tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim
kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
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Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi
sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang
desain/bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan
jaringan telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara
telekomunikasi yang digunakan oleh satu operator
telekomunikasi seluler.

Kontruksi Menara Telekomuanikasi Tunggal adalah menara
telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanda
adanya simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
Kontruksi Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara
telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja
yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan,
koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik
Negara atau usaha swasta yang membangun, memiliki,
menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara
telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau
tunggal.

.Pengguna Menara Telekomunikasi adalah operator penyedia

jasa layanan telekomunikasi yang menyewa atau menggunakan
menara telekomunikasi.

Transmisi Utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi
utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara
telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara
telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan tempat
menara tersebut berada.

Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan
batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran
maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan
agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungnya untuk
mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan
harmoenisasi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badar, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meiiputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pade tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru,
atau NJOP pengganti.




24.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi tertentu.

25.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.

26. Surat Setoran Retribusi Daecrah selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yvang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah diiakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat
SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yvang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

2G.Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan
Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau/denda.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi
daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di
bidang Retribusi Daerah.

31. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengendalian menara te.ekomunikasi di
pungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikast.

Pasal 3

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah
pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian/ pembangunan
menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum.




Pasal 4

Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan
sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi
pengendalian menara telekomunikasi adalah di ukur
berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi.

(2) Tata cara untuk mengukur tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Bupati. '

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan
untuk menutup sebagian biaya penyediaan jisa pengawasan
dan pengendalian menara telekomu.iikasi.

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja
perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai yang
berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Retribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi
ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :
RPMT = jumlah indeks variable jarak tempuh x jumlah indeks

variable jenis menara x tariff retribusi.

Atau
RPMT = hasil perkalian indeks variable x tariff retribusi.

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp.1.410.000,- (satu juta
empat ratus sepuluh ribu rupiah) per menara per tahun.




(3) Tata cara perhitungan formulasi tarif retribusi pengendalian
menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali peling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

(2) Peninjaun tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa
bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang
yang tidak kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.
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BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setela tanggal surat
teguran/surat peringatan/surat .ain yang sejenis, wajib
retribusi harus melunasi retribusi terutang.

Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang scjenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk.

Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 15

(1) Wajib retribusi dapat mengajuken keberatan hanya kepada

(2)

(3)

(4)

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib
retribusi dapat menunjukan bahwa jangka itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak
atau kekuasaan wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksd pada ayat (1), adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.




Pasal 17

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus)
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian

keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian
kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
telah = dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi
dianggap dikebulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan  keringanan dan  pembebasan  retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
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Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung

sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi

melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tertangguh jika :

a. diterbitkannya surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagimana

dimaksud pada ayat (2) huuf b, adalah wajib retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari

pengajuan  permohonan angsuran atau  penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan piutang reiribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

Instansi yvang melaksanakan pemungutan retribusi daerah
dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.




BAB XVII1
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Dalam hal wajib retr’busi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa
bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang
terutang yang tidak kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undan ;-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan menelit
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang retribusi daerah,;

meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang xebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi daerah,;

meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti
pembukuan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf
S

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
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BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya,
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
penerimaan negara dan disetor kepada Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan atas Peratran Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juli 2018
Plt. BUPATI BAN [ KEPULAUAN,

Diundangkan di Salakan
bada tanggal 11 Juli 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KE?)LAUAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 35,02/2018

11-




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAl] KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PENJELASAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada
Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan sebagai pungutan khususnya
Retribusi dan salah satu jenis Retribusi Daerah yang dilakukan pungutan
adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, dapat disampaikan hal - hal sebagai
berikut :

1. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 terkait
Retribusi Pengendalian Menara Telekomuikasi, Dirjen Perimbangan
Keuangan telah menerbitkan 2 ( dua ) surat kepada seluruh Gubernur
dan Bupati / Walikota, yaitu S-439/PK/2015 tanggel 9 Juni 2015 dan
S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015. Pada surat terakhir
dilampirkan formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagai berikut :

a. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihutung
dengan formula :

RPMT = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi

b. Tingkat penggunasn jasa dihitung berdasarkan frekuensi
pengendalian dan pengawasan.

c. Perhitungan tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional
pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya
honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan
alat tulis kantor ( ATK)

d. Satuan biaya masing-masing komponen biaya tersebut disesuaikan
dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat
memperhitungkan variable/faktor zonasi. ketinggian menara, jenis
menara dan jarak tempuh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk Retribusi

Jasa Umum vyang pungutannya merupakan kewenangan Kabupaten
Banggai Kepulauan, oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah ini
diharapkan bahwa Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara
efisien, sistematik, terkoordinasi, tertib dan teratur. Demikian halnya
dengan pemungutan retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pasilitas lainnya adalah berupa tanah
dan/atau gedung yang disewakan.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
" Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenisnya adalah berupa
surat perintah, surat pemberitahuan dan instruksi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas




